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No TERJEMAHAN Q.S. AYAT BAB & HAL 
1 Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke 

dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan 
janganlah ikuti langkah-langkah setan! 
Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. 
 

Q.S. Al-Baqarah/2 Ayat 
208 

Bab I h. 1 

2 Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, 
hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah 
seorang pencatat di antara kamu menuliskannya 
dengan benar. Janganlah pencatat menolak 
untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah 
mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia 
mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu 
mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa 
kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia 
menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang 
itu orang yang kurang akalnya, lemah 
(keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan 
sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya 
dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang 
saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada 
(saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-
laki dan dua orang perempuan di antara orang-
orang yang kamu sukai dari para saksi (yang 
ada) sehingga jika salah seorang (saksi 
perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. 
Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila 
dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya 
sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil 
maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi 
Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan 
lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, 
kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai 
yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak 
ada dosa bagi kamu jika kamu tidak 
mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu 
berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit 
(atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu 
melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal 
itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada 
Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu 
dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 
 
 

Q.S. Al-Baqarah/2 Ayat 
282 

Bab II h. 31 

3  Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, 
bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia 
Allah... 
 (Al-Jumu'ah/62:10) 
 

Q.S. Al-Jumu’ah/62 Ayat 
10 

Bab II h. 31 

4 Siapakah yang mau memberi pinjaman yang 
baik kepada Allah?76) Dia akan 
melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman 
itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan 

Q.S. Al-Baqarah/2 Ayat 
245 

Bab II h. 115 



dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu 
dikembalikan. 
76) Maksud memberi pinjaman kepada Allah 
Swt. adalah menginfakkan harta di jalan-Nya. 
(Al-Baqarah/2:245) 
 

5 Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama 
(Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar 
dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada 
tagut79) dan beriman kepada Allah sungguh 
telah berpegang teguh pada tali yang sangat 
kuat yang tidak akan putus. Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui. 
79) Kata tagut disebutkan untuk setiap yang 
melampaui batas dalam keburukan. Oleh karena 
itu, setan, dajal, penyihir, penetap hukum yang 
bertentangan dengan hukum Allah Swt., dan 
penguasa yang tirani dinamakan tagut. (Al-
Baqarah/2:256) 
 

Q.S. Al-Baqarah/2 Ayat 
256 

Bab IV h. 178 

6 Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah 
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu 
saling mengenal. Sesungguhnya yang paling 
mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang 
yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.  
 (Al-Hujurat/49:13) 
 

Q.S. Al- Hujurat /49 Ayat 
13 

Bab IV h. 178 

7 Katakanlah (Nabi Muhammad), “Tuhanku 
memerintahkan aku berlaku adil. Hadapkanlah 
wajahmu (kepada Allah) di setiap masjid dan 
berdoalah kepada-Nya dengan mengikhlaskan 
ketaatan kepada-Nya. Kamu akan kembali 
kepada-Nya sebagaimana Dia telah menciptakan 
kamu pada permulaan.” 
 (Al-A'raf/7:29) 
 

Q.S. Al- A’Raf /7 Ayat 29 Bab IV h. 179 

8 Wahai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu memakan harta sesamamu dengan cara 
yang batil (tidak benar), kecuali berupa 
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara 
kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu. 
 (An-Nisa'/4:29) 
 

Q.S. Al- Nisa /4 Ayat 29 Bab IV h. 
170, 179, 184 

9  Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah 
kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan 
yang benar. 
 

Q.S. Al- Al Ahzab /33 Ayat 
70 

Bab IV h. 179 

10 Orang-orang yang memakan (bertransaksi 
dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti 
orang yang berdiri sempoyongan karena 
kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena 

Q.S. Al-Baqarah /2 Ayat 
275 

Bab IV h. 
169, 182 



Lampiran 3: Terjemah Alquran 

mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan 
riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli 
dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah 
sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya 
(menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga 
apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi 
miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. 
Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka 
itulah penghuni neraka. Mereka kekal di 
dalamnya. 
 (Al-Baqarah/2:275) 
 

11 Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah 
janji-janji!192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, 
kecuali yang akan disebutkan kepadamu 
(keharamannya) dengan tidak menghalalkan 
berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau 
umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan 
hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. 
192) Maksud janji di sini adalah janji kepada 
Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji 
kepada manusia dalam muamalah. (Al-
Ma'idah/5:1) 
 

Q.S. Al-Maidah /5 Ayat 1 Bab IV h. 
181,188,242 

12 Jika dia (orang yang berutang itu) dalam 
kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia 
memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah 
(membebaskan utang) itu lebih baik bagimu 
apabila kamu mengetahui(-nya). 
 (Al-Baqarah/2:280) 
 

Q.S. Al-Baqarah /2 Ayat 
280 

Bab IV h. 263 

    



 

 
 

Lampiran 1. Surat Riset  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Lampiran 2. Lembar Observasi  
 

Petunjuk Pengisian: 

Berilah tanda contreng (√) untuk item-item yang dilaksanakan oleh dalam pelaksanaan 

akad muharabah untuk kepemilikan rumah! 

No 
Hal-hal yang 

Diamati 
Bagian yang Diamati 

Keterangan 

Ada 
Tidak 
Ada 

1 
 
 

Rukun dan Syarat 
Keabsahan Jual Beli 
Murabahah 

a 
 
 

Kejelasan informasi kepada nasabah 
mengenai besarnya modal awal harga 
perolehan/pembelian 

 
 

 
 
 

b 
 
 

Kejelasan informasi kepada nasabah 
mengenai besarnya keuntungan yang akan 
diperoleh oleh bank 

 
 

  
c 
 
 

Transaksi pertama antara bank dengan 
pengembang dinyatakan sah secara hukum 
dan disertasi dengan kwitansi pembelian 

 
 

  
d 
 

Transaksi antara bank dengan pengembang 
dan antara bank dengan nasabah bebas  

 
 

2 
 

Teknis Pelaksanaan 
Akad Murabahah 

a 
 

Rumah yang dibiayai oleh bank tidak 
diharamkan oleh syariah Islam 

 
 

 
oleh Bank Syariah 
 
 

b 
 
 

Bank membiayai sebagian dari harga 
pembelian rumah yang telah disepakati 
kualifikasinya dengan nasabah 

 
 

  
c 
 
 

Bank membiayai seluruh harga pembelian 
rumah yang telah disepakati kualifikasinya 
dengan nasabah 

 
 

  
d 
 

Bank meminta nasabah untuk membayar 
uang muka sebagai jaminan  

 
 

  
e 
 

Bank membeli rumah yang diperlukan 
nasabah atas nama bank sendiri 

 
 

  
f 
 
 

Bank menyampaikan semua hal yang 
berkaitan dengan pembiayaan kepemilikan 
rumah kepada nasabah 

 
 

  
g 
 
 

Bank menjual rumah dari pengembang 
kepada nasabah dengan harga jual senilai 
harga beli plus keuntungannya 

 
 

  
h 
 
 

Nasabah membayar harga rumah dengan 
jangka waktu tertentu yang telah disepakati 
berdasarkan klausul dalam akad murabahah 

 
 

  

i 
 
 
 

Bank mengadakan perjanjian khusus dengan 
nasabah untuk mencegah terjadinya 
penyalahgunaan atau kerusakan akad 
murabahah 

 

 

  

j 
 
 
 
 

Akad jual beli murabahah harus dilakukan 
setelah rumah menjadi milik pihak bank, 
jika bank hendak mewakilkan kepada 
nasabah untuk membeli rumah dari pihak 
ketiga 

 

 

 
 
Lanjutan 1  
 

No 
Hal-hal yang 

Diamati 
Bagian yang Diamati 

Keterangan 

Ada 
Tidak 
Ada 

  
k 
 

Nasabah yang memiliki kemampuan tidak 
dibenarkan menunda penyelesaian utangnya 

 
 



 

 
 

  

l 
 
 
 

Bank menempuh cara hukum bagi nasabah 
yang menunda-nunda pembayaran dengan 
sengaja atau jika salah satu pihak tidak 
menunaikan kewajibannya 

 

 

  

m 
 
 
 

Jika nasabah menjual kembali rumah dengan 
keuntungan atau kerugian, ia tetap 
berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya 
kepada bank 

 

 

  
n 
 
 

Jika nasabah menjual rumah sebelum masa 
angsuran berakhir, mereka tidak wajib 
segera melunasi seluruh angsurannya 

 
 

  

o 
 
 
 
 
 

Jika penjualan rumah menyebabkan 
kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan 
utangnya sesuai kesepakatan awal. Mereka 
tidak boleh memperlambat pembayaran 
angsuran atau meminta kerugian itu 
diperhitungkan 

 

 

  

p 
 
 
 

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan 
gagal menyelesaikan utangnya, bank harus 
menunda tagihan utang sampai mereka 
menjadi sanggup kembali 

 

 

  

q 
 
 
 

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan 
gagal menyelesaikan utangnya, bank harus 
menunda tagihan utang berdasarkan 
kesepakatan 

 

 

3 
 

Teknis Pelaksanaan 
Akad Murabahah 

a 
 

Nasabah mengajukan permohonan dan janji 
pembelian sebuah rumah kepada bank 

 
 

 
oleh Nasabah 
 
 

b 
 
 

Bank membeli terlebih dahulu rumah yang 
nasabah pesan secara sah kepada 
pengembang perumahan 

 
 

  
c 
 
 

Bank menawarkan rumah yang telah dipesan 
dan Anda harus menerima (membeli)-nya 
sesuai dengan janji yang telah disepakatinya 

 
 

  

d 
 
 
 

Nasabah mengetahui sepenuhnya bahwa 
rumah yang akan dibeli bebas dari praktik 
riba antara bank dengan pengembang 
perumahan 

 

 

  
e 
 
 

Nasabah mengetahui sepenuhnya bahwa 
rumah yang akan dibeli bebas dari praktik 
riba antara bank dengan mereka 

 
 

  

f 
 
 
 

Bank memberikan kejelasan informasi 
kepada Anda mengenai besarnya modal 
awal (harga perolehan/pembelian) dalam 
pengadaan rumah 

 

 

  
g 
 
 

Bank memberikan kejelasan informasi 
kepada nasabah mengenai besarnya modal 
awal (harga perolehan/pembelian)  

 
 

Lanjutan 2  
 

No 
Hal-hal yang 

Diamati 
Bagian yang Diamati 

Keterangan 

Ada 
Tidak 
Ada 

  
h 
 
 

Bank memberikan kejelasan informasi kepada 
nasabah mengenai besarnya keuntungan yang 
diperolehnya  

 
 

  
i 
 
 

Bank meminta nasabah untuk membayar uang 
muka sebagai jaminan saat menandatangani 
kesepakatan awal pemesanan 

 
 

  

j 
 
 
 

Biaya riil bank harus dibayar oleh Anda yang 
bersangkutan dari uang muka yang telah 
dibayarkan, jika nasabah menolak membeli 
rumah yang telah dibeli oleh bank dari 

 

 



 

 
 

 pengembang perumahan 

  
k 
 
 

Bank meminta kembali sisa kerugiannya kepada 
nasabah, jika nilai uang muka kurang dari 
kerugian yang harus ditanggung oleh bank 

 
 

  

l 
 
 
 

Jika nasabah memutuskan untuk membeli 
rumah yang telah dibeli oleh bank dari 
pengembang, mereka tinggal membayar sisa 
harga 

 

 

  

m 
 
 
 
 

Jika nasabah batal membeli rumah yang telah 
dibeli oleh bank dari pengembang, uang muka 
menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian 
yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan 
tersebut 

 

 

  
n 
 
 

Jika uang muka tidak mencukupi, apakah 
nasabah diwajibkan untuk melunasi 
kekurangannya kepada bank 

 
 

4 Dokumen-dokumen  a Akta PPJB   

 dalam Akad  b Akta buy back guarentee   

 Murabahah c SKMHT   

  d AJB   

  e APHT   
Sumber:  Bagya Agung Prabowo. (2009), “Konsep Akad Murabahah pada Perbankan Syariah (Analisa 

Kritis terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia),” Jurnal Hukum 
IUS QUIA IUSTUM, 16(1), hlm. 7.  
Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; PBI Nomor 
9/19/PBI/2007 jo Surat Edaran BI Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 (Dimodifikasi) 

  

Keterangan: 

Akta PPJB :  Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

Akta buy back guarentee: 

SKMHT :  Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

AJB :  Akta Jual Beli  

APHT :  Akta Pemberian Hak Tanggungan 

Lampiran 3. Data Hasil Observasi  
 

No 
Hal-hal yang 

Diamati 
Bagian yang Diamati 

Keterangan 

Ada 
Tidak 
Ada 

1 
 
 

Rukun dan Syarat 
Keabsahan Jual Beli 
Murabahah 

a 
 
 

Kejelasan informasi kepada nasabah 
mengenai besarnya modal awal harga 
perolehan/pembelian 

√ 
 
 

 

 
 
 

b 
 
 

Kejelasan informasi kepada nasabah 
mengenai besarnya keuntungan yang akan 
diperoleh oleh bank 

√ 
 
 

 

  
c 
 
 

Transaksi pertama antara bank dengan 
pengembang dinyatakan sah secara hukum 
dan disertasi dengan kwitansi pembelian 

√ 
 
 

 

  
d 
 

Transaksi antara bank dengan pengembang 
dan antara bank dengan nasabah bebas  

√ 
 

 

2 
 

Teknis Pelaksanaan 
Akad Murabahah 

a 
 

Rumah yang dibiayai oleh bank tidak 
diharamkan oleh syariah Islam 

√  

 
oleh Bank Syariah 
 
 

b 
 
 

Bank membiayai sebagian dari harga 
pembelian rumah yang telah disepakati 
kualifikasinya dengan nasabah 

√  

  
c 
 

Bank membiayai seluruh harga pembelian 
rumah yang telah disepakati kualifikasinya 

√  



 

 
 

 dengan nasabah 

  
d 
 

Bank meminta nasabah untuk membayar 
uang muka sebagai jaminan  

√  

  
e 
 

Bank membeli rumah yang diperlukan 
nasabah atas nama bank sendiri 

√  

  
f 
 
 

Bank menyampaikan semua hal yang 
berkaitan dengan pembiayaan kepemilikan 
rumah kepada nasabah 

√  

  
g 
 
 

Bank menjual rumah dari pengembang 
kepada nasabah dengan harga jual senilai 
harga beli plus keuntungannya 

√  

  
h 
 
 

Nasabah membayar harga rumah dengan 
jangka waktu tertentu yang telah disepakati 
berdasarkan klausul dalam akad murabahah 

√  

  

i 
 
 
 

Bank mengadakan perjanjian khusus dengan 
nasabah untuk mencegah terjadinya 
penyalahgunaan atau kerusakan akad 
murabahah 

√  

  

j 
 
 
 
 

Akad jual beli murabahah harus dilakukan 
setelah rumah menjadi milik pihak bank, 
jika bank hendak mewakilkan kepada 
nasabah untuk membeli rumah dari pihak 
ketiga 

√  

  
k 
 

Nasabah yang memiliki kemampuan tidak 
dibenarkan menunda penyelesaian utangnya 

√  

  

l 
 
 
 

Bank menempuh cara hukum bagi nasabah 
yang menunda-nunda pembayaran dengan 
sengaja atau jika salah satu pihak tidak 
menunaikan kewajibannya 

√  

 
 
Lanjutan 1  
 

No 
Hal-hal yang 

Diamati 
Bagian yang Diamati 

Keterangan 

Ada 
Tidak 
Ada 

  

m 
 
 
 

Jika nasabah menjual kembali rumah dengan 
keuntungan atau kerugian, ia tetap 
berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya 
kepada bank 

√  

  
n 
 
 

Jika nasabah menjual rumah sebelum masa 
angsuran berakhir, mereka tidak wajib segera 
melunasi seluruh angsurannya 

√  

  

o 
 
 
 
 

Jika penjualan rumah menyebabkan kerugian, 
nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya 
sesuai kesepakatan awal. Mereka tidak boleh 
memperlambat pembayaran angsuran atau 
meminta kerugian itu diperhitungkan 

√  

  

p 
 
 
 

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal 
menyelesaikan utangnya, bank harus menunda 
tagihan utang sampai mereka menjadi sanggup 
kembali 

√  

  
q 
 
 

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal 
menyelesaikan utangnya, bank harus menunda 
tagihan utang berdasarkan kesepakatan 

√  

3 
 

Teknis Pelaksanaan 
Akad Murabahah 

a 
 

Nasabah mengajukan permohonan dan janji 
pembelian sebuah rumah kepada bank 

√  

 
oleh Nasabah 
 
 

b 
 
 

Bank membeli terlebih dahulu rumah yang 
nasabah pesan secara sah kepada pengembang 
perumahan 

√  

  c Bank menawarkan rumah yang telah dipesan √  



 

 
 

 
 

dan Anda harus menerima (membeli)-nya 
sesuai dengan janji yang telah disepakatinya 

  
d 
 
 

Nasabah mengetahui sepenuhnya bahwa 
rumah yang akan dibeli bebas dari praktik riba 
antara bank dengan pengembang perumahan 

√  

  
e 
 
 

Nasabah mengetahui sepenuhnya bahwa 
rumah yang akan dibeli bebas dari praktik riba 
antara bank dengan mereka 

√  

  
f 
 
 

Bank memberikan kejelasan informasi kepada 
Anda mengenai besarnya modal awal (harga 
perolehan/pembelian) dalam pengadaan rumah 

√  

  
g 
 
 

Bank memberikan kejelasan informasi kepada 
nasabah mengenai besarnya modal awal 
(harga perolehan/pembelian)  

√  

  
h 
 
 

Bank memberikan kejelasan informasi kepada 
nasabah mengenai besarnya keuntungan yang 
diperolehnya  

√  

  
i 
 
 

Bank meminta nasabah untuk membayar uang 
muka sebagai jaminan saat menandatangani 
kesepakatan awal pemesanan 

√  

 
 
Lanjutan 2  
 

No 
Hal-hal yang 

Diamati 
Bagian yang Diamati 

Keterangan 

Ada 
Tidak 
Ada 

  

j 
 
 
 
 

Biaya riil bank harus dibayar oleh Anda 
yang bersangkutan dari uang muka yang 
telah dibayarkan, jika nasabah menolak 
membeli rumah yang telah dibeli oleh bank 
dari pengembang perumahan 

√  

  

k 
 
 
 

Bank meminta kembali sisa kerugiannya 
kepada nasabah, jika nilai uang muka kurang 
dari kerugian yang harus ditanggung oleh 
bank 

√  

  

l 
 
 
 

Jika nasabah memutuskan untuk membeli 
rumah yang telah dibeli oleh bank dari 
pengembang, mereka tinggal membayar sisa 
harga 

√  

  

m 
 
 
 
 

Jika nasabah batal membeli rumah yang 
telah dibeli oleh bank dari pengembang, 
uang muka menjadi milik bank maksimal 
sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank 
akibat pembatalan tersebut 

√  

  
n 
 
 

Jika uang muka tidak mencukupi, apakah 
nasabah diwajibkan untuk melunasi 
kekurangannya kepada bank 

√  

4 Dokumen-dokumen  a Akta PPJB √  

 dalam Akad  b Akta buy back guarentee √  

 Murabahah c SKMHT √  

  d AJB √  

  e APHT √  
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1. Apakah Bapak / Ibu merupakan Notaris/PPAT rekanan Bank Syariah ? 

Jawab : 

Ya pernah, tetapi saat ini sudah tidak aktif 

2. Bank Syariah apa saja? 

Jawab : 

1. Bank Muamalat Indonesia 

2. Bank Rakyat Indonesia Syariah 

3. Bank Danamon Syariah 

4. Bank Kalsel Syariah 

5. Bank Negara Indonesia Syariah 

6. Bank Syariah Indonesia 

3. Apakah Bapak / Ibu pernah mengakadkan akad KPR di Bank Syariah dengan 

perjanjian pokok murabahah ? 

Jawab : 

Ya, pernah 

4. Perjanjian-perjanjian apa saja yang dibuat dalam akad murabahah KPR ? 

Jawab : 

Secara umum, perjanjian yang selalu dibuat adalah : 

1. Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah 

2. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

tidak menutup kemungkinan ditambah : 

1. Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) / 

2. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) / 

3. Perjanjian Pembelian Kembali (Buy Back Guarantee) 

dengan didasari oleh Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Fasilitas Al Murabahah 

(Offering Letter) 

tidak menutup kemungkinan juga ditambah : 

4. Perjanjian Kerjasama Bank dengan Developer 

5. Untuk perjanjian murabahahnya, apakah dibuat secara notariil atau bawah tangan ? 

Jawab : 

Ada yang secara Notariil, ada yang dibawah tangan dilegalisasi Notaris 

 



6. Bagaimana prosedur yang dilakukan sebelum dilakukannya akad murabahah KPR ? 

Jawab : 

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis dilampiri penawaran 

dari pihak Developer untuk objek rumah yang akan dibiayai oleh bank 

2. Bagian Marketing (analis pembiayaan) membuat proposal pembiayaan dengan 

dilampiri : bank checking, taksasi objek jaminan (tanah yang akan dibiayai disertai 

dengan Rencana Anggaran Biaya Pembangunan rumah), analisis yuridis. 

3. Proposal pembiayaan diajukan ke Komite Pembiayaan untuk memperoleh 

persetujuan pemberian pembiayaan. 

4. Bank menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Fasilitas Al Murabahah 

(Offering Letter) setelah Komite Pembiayaan menyetujui proposal pembiayaan. 

5. Bank menerima asli Sertifikat Hak Atas Tanah yang akan dijadikan objek KPR 

beserta seluruh dokumen yuridis yang dipersyaratkan dalam Offering Letter) untuk 

keperluan penyiapan pengikatan pembiayaan dan jaminan serta untuk proses 

pencairan pembiayaan. 

6. Bank berhubungan dengan Notaris untuk menyiapkan pengikatan pembiayaan dan 

jaminan. 

7. Developer dan Nasabah membayar PPh dan BPHTB, Notaris mempersiapkan 

legalitas pengikatan dan menempuh prosedur pra pengikatan. 

8. Bank, debitur dan developer menghadap Notaris dan PPAT untuk melakukan  

penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah, Akta Jual Beli dan Surat 

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan serta surat-surat internal perbankan 

lainnya. 

9. Notaris / PPAT menerbitkan Covernote. 

10. Bank melakukan pencairan fasilitas Al Murabahah ke Rekening Nasabah 

selanjutnya di debet untuk dipindahbukukan ke Rekening Developer. 

7. Bagaimana urutan pengakadkan perjanjian2 yang ada? 

Jawab : 

1. Akta Jual Beli 

2. Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah 

3. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

 



8. Hal-hal apa saja yang dijelaskan kepada para nasabah? 

Jawab : 

1. Objek jual beli (tanah dan bangunan / Sertifikat Hak Atas Tanahnya) 

2. Harga Beli 

3. Margin keuntungan bank 

4. Harga Jual = Harga Beli + Margin Keuntungan Bank 

5. Jangka waktu pembiayaan 

6. Jumlah angsuran per bulan 

7. Besaran denda keterlambatan 

8. Objek jaminan  

9. Nilai pembebanan hak tanggungan 

9. Syarat2 apa saja yang diminta sebelum dilakukannya akad murabahah? 

Jawab : 

1. Fotokopi dan asli Sertifikat Hak Atas Tanah 

2. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan 

3. Fotokopi SPPT PBB dan STTS 

4. Fotokopi legalitas identitas pemilik / atas nama Sertifikat Hak Atas Tanah 

5. Fotokopi legalitas identitas Nasabah 

6. Site Plan 

7. Slip Gaji atau Daftar Sumber Penghasilan dari kegiatan usaha yang menjadi 

sumber pengembalian pembiayaan 

10. Apakah balik nama sertifikat dilakukan langsung setelah akad murabahah? 

Jawab : 

Balik nama dilakukan segera setelah ditandatangani Akta Jual Beli, segera setelah akad 

Murabahah ditandatangani. 

11. Adakah klausula-klausula khusus yang dimasukkan ke dalam Akta Jual Beli PPAT 

maupun Akta SKMHT untuk akad murabahah kepemilikan rumah? 

Jawab : 

1. Dalam Akta Jual Beli tidak ada klausula khusus (standar umumnya Akta Jual Beli) 

2. Dalam SKMHT perihal penyebutan kredit diganti dengan pembiayaan, penyebutan 

Debitur didampingi dengan istilah Nasabah, istilah Kreditur didampingi dengan 

istilah Bank. 



 

 
 

 
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian 
 

1. Akad Jual Beli antara Bank dengan Suplier Nomor : 53/ADS/KDGS/2023, 

antara PT. BERLIAN SYARIAH BORNEO dengan Bank Kalsel Syariah 

  



 

 
 

 

2. Dokumen-dokumen Perjanjian Bank Kalsel Syariah  

a.  Akad Murabahah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



user
Note
Dijelaskan mengenai kewajiban Pembelian terlebih dahulu oleh Bank





user
Note
Penggunaan istilah pemberian fasilitas pembiayaan, seakan2 hutang, walaupun di akhir klausul diebutkan bahwa Bank menjual kepada Nasabah



Seharusnya diberikan penegasan Bahwa Bank membeli dari developer berdasarkan perjanjian....









user
Note
Pasal mengenai agunan

























 

 
 

2.  Dokumen-dokumen Perjanjian BRI Syariah 

a.  Atas nama Dewi Normilawati (Nasabah Perempuan) 

1) Akad Murabahah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.  Dokumen-dokumen Perjanjian BSI 

Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor : 2 tanggal 13 April 

2023 

 







































No TERJEMAHAN Q.S. AYAT BAB & HAL 

1 Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke 
dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan 
janganlah ikuti langkah-langkah setan! 
Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. 
 

Q.S. Al-Baqarah/2 Ayat 
208 

Bab I h. 1 

2 Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, 
hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah 
seorang pencatat di antara kamu menuliskannya 
dengan benar. Janganlah pencatat menolak 
untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah 
mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia 
mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu 
mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa 
kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia 
menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang 
itu orang yang kurang akalnya, lemah 
(keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan 
sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya 
dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang 
saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada 
(saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-
laki dan dua orang perempuan di antara orang-
orang yang kamu sukai dari para saksi (yang 
ada) sehingga jika salah seorang (saksi 
perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. 
Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila 
dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya 
sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil 
maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi 
Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan 
lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, 
kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai 
yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak 
ada dosa bagi kamu jika kamu tidak 
mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu 
berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit 
(atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu 
melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal 
itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada 
Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu 
dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 
 
 

Q.S. Al-Baqarah/2 Ayat 
282 

Bab II h. 31 

3  Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, 
bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia 
Allah... 
 (Al-Jumu'ah/62:10) 
 

Q.S. Al-Jumu’ah/62 Ayat 
10 

Bab II h. 30 

4 Siapakah yang mau memberi pinjaman yang 
baik kepada Allah?76) Dia akan 
melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman 
itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan 

Q.S. Al-Baqarah/2 Ayat 
245 

Bab II h. 107 



dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu 
dikembalikan. 
76) Maksud memberi pinjaman kepada Allah 
Swt. adalah menginfakkan harta di jalan-Nya. 
(Al-Baqarah/2:245) 
 

5 Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama 
(Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar 
dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada 
tagut79) dan beriman kepada Allah sungguh 
telah berpegang teguh pada tali yang sangat 
kuat yang tidak akan putus. Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui. 
79) Kata tagut disebutkan untuk setiap yang 
melampaui batas dalam keburukan. Oleh karena 
itu, setan, dajal, penyihir, penetap hukum yang 
bertentangan dengan hukum Allah Swt., dan 
penguasa yang tirani dinamakan tagut. (Al-
Baqarah/2:256) 
 

Q.S. Al-Baqarah/2 Ayat 
256 

Bab IV h. 168 

6 Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah 
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu 
saling mengenal. Sesungguhnya yang paling 
mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang 
yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.  
 (Al-Hujurat/49:13) 
 

Q.S. Al- Hujurat /49 Ayat 
13 

Bab IV h. 169 

7 Katakanlah (Nabi Muhammad), “Tuhanku 
memerintahkan aku berlaku adil. Hadapkanlah 
wajahmu (kepada Allah) di setiap masjid dan 
berdoalah kepada-Nya dengan mengikhlaskan 
ketaatan kepada-Nya. Kamu akan kembali 
kepada-Nya sebagaimana Dia telah menciptakan 
kamu pada permulaan.” 
 (Al-A'raf/7:29) 
 

Q.S. Al- A’Raf /7 Ayat 29 Bab IV h. 169 

8 Wahai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu memakan harta sesamamu dengan cara 
yang batil (tidak benar), kecuali berupa 
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara 
kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu. 
 (An-Nisa'/4:29) 
 

Q.S. Al- Nisa /4 Ayat 29 Bab IV h. 
161, 169, 
174, 

9  Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah 
kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan 
yang benar. 
 

Q.S. Al- Al Ahzab /33 Ayat 
70 

Bab IV h. 169 

10 Orang-orang yang memakan (bertransaksi 
dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti 
orang yang berdiri sempoyongan karena 
kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena 

Q.S. Al-Baqarah /2 Ayat 
275 

Bab IV h. 
159, 172 



Lampiran 3: Terjemah Alquran 

mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan 
riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli 
dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah 
sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya 
(menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga 
apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi 
miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. 
Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka 
itulah penghuni neraka. Mereka kekal di 
dalamnya. 
 (Al-Baqarah/2:275) 
 

11 Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah 
janji-janji!192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, 
kecuali yang akan disebutkan kepadamu 
(keharamannya) dengan tidak menghalalkan 
berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau 
umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan 
hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. 
192) Maksud janji di sini adalah janji kepada 
Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji 
kepada manusia dalam muamalah. (Al-
Ma'idah/5:1) 
 

Q.S. Al-Maidah /5 Ayat 1 Bab IV h. 
171,178,233 

12 Jika dia (orang yang berutang itu) dalam 
kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia 
memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah 
(membebaskan utang) itu lebih baik bagimu 
apabila kamu mengetahui(-nya). 
 (Al-Baqarah/2:280) 
 

Q.S. Al-Baqarah /2 Ayat 
280 

Bab IV h. 254 
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Pendahuluan 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat Bapak yang saya hormati dan muliakan. 

Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini. Saya Yudha Alfiani, sedang 

melakukan penelitian mengenai “Analisis Perjanjian-Perjanjian dalam Pelaksanaan Akad 

Murabahah untuk Pembiayaan Kepemilikan Rumah.” Salah satu dokumen yang menjadi objek 

penelitian ialah Akta Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Bank Syariah 

Indonesia (BSI) Nomor : 2, Tanggal 13 April 2023, yang dibuat dihadapan Notaris Nur Alia, 

SH.,M.Kn Notaris di Banjarmasin. Semua informasi yang Bapak berikan akan dijaga 

kerahasiaannya dan digunakan hanya untuk keperluan akademik. 

Temuan : 

Ada dua permasalahan yang saya temukan pada Akta Nomor : 2, Tanggal 13 April 2023 tersebut: 

1. Tidak dicantumkan klausul mengenai cidera janji, klausul keadaan kahar (Force Major), 

dan pada bagian penyelesaian sengketa tidak dicantumkan pilihan untuk musyawarah 

mufakat namun langsung kepada Pengadilan Agama. 

2. Pembiayaan murabahah tersebut untuk pembelian tanah dan bangunan, namun hasil 

wawancara saya dengan Nasabah yang bersangkutan, untuk sertifikat hak milik tidak 



dilakukan balik nama ke atas nama nasabah, tetap atas nama Penjual Pertama, dan hasil 

wawancara saya dengan petugas bank BSI yang menangani pembiayaan tersebut, 

dikatakan bahwa karena pembiayaan itu sifatnya payroll yakni pemotongan angsuran 

dilakukan pada rekening BSI Nasabah yang penggajihannya melalui BSI, maka tidak 

diperlukan jaminan berupa tanah/bangunan yang dibiayai, jadi tidak dilakukan balik nama 

sertifikat. 

Pertanyaan : 

Bagian A: Klausul Cidera Janji, Keadaan Kahar, dan Penyelesaian Sengketa 

1. Menurut pandangan Bapak, bagaimana peran klausul cidera janji dalam menjaga keadilan 

dan keamanan dalam akad murabahah? 

Dalam akad syariah, yang paling penting adalah terpenuhinya rukun dan syarat perjanjian 

sesuai dengan ketentuan syariah, yang meliputi adanya pihak yang berakad (al-‘aqid), 

objek akad yang jelas dan halal, serta ijab dan qabul yang sah. Rukun dan syarat perjanjian 

ini adalah dasar utama untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sah menurut prinsip-

prinsip syariah.  

Klausul cidera janji (wanprestasi) sendiri tidak termasuk dalam salah satu rukun atau syarat 

perjanjian dalam akad syariah, karena pada dasarnya wanprestasi adalah konsekuensi dari 

kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang 

telah disepakati. Dalam hukum syariah, jika terjadi wanprestasi, penyelesaian sengketa 

dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat, atau jika perlu, melalui jalur hukum, sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, wanprestasi sudah diatur oleh hukum positif 

(by law) dan bukan merupakan unsur wajib dalam perjanjian akad itu sendiri. 

Namun demikian, jika klausul mengenai cidera janji atau wanprestasi dimasukkan dalam 

perjanjian, hal itu justru akan lebih memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak 

serta memberikan jaminan kepastian hukum. Klausul ini dapat menjadi pedoman dalam 

penyelesaian sengketa yang lebih sistematis dan transparan, baik dalam bentuk negosiasi 

maupun jalur hukum, yang tentu saja tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Dengan 

demikian, meskipun bukan merupakan bagian dari rukun perjanjian, mencantumkan 

klausul cidera janji dalam akad murabahah dapat menjadi langkah yang baik untuk 

menjaga keadilan dan menghindari potensi perselisihan di kemudian hari. 

 

2. Klausul keadaan kahar (force majeure) juga tidak dicantumkan dalam perjanjian tersebut. 

Dalam perspektif syariah, bagaimana seharusnya klausul force majeure diterapkan dalam 

akad murabahah? Apa dampaknya jika klausul ini dihilangkan? 

Terkait dengan permasalahan tidak dicantumkannya klausul force majeure dalam 

perjanjian akad murabahah, perlu dipahami bahwa dalam akad syariah, yang paling 

penting adalah terpenuhinya rukun dan syarat perjanjian yang sesuai dengan ketentuan 

syariah. Force majeure, atau keadaan kahar, bukanlah bagian dari rukun atau syarat yang 



wajib ada dalam sebuah akad, tetapi lebih merupakan kondisi yang dapat dijadikan dasar 

untuk mengatur pelaksanaan kewajiban dalam keadaan tertentu yang berada di luar 

kemampuan para pihak. 

Dalam hukum syariah, prinsip utama adalah kepastian objek akad, kesepakatan yang 

jelas, dan kewajiban yang dapat dipenuhi secara adil. Oleh karena itu, meskipun force 

majeure bukanlah bagian dari rukun perjanjian dalam akad syariah, kondisi ini tetap bisa 

diatur dalam perjanjian untuk memberikan kepastian apabila terjadi keadaan yang tidak 

dapat diprediksi atau berada di luar kontrol para pihak (misalnya bencana alam, perang, 

atau kebijakan pemerintah yang membatasi pelaksanaan kewajiban). Dalam konteks ini, 

syariah mengajarkan bahwa pihak yang terkena keadaan kahar berhak untuk menunda 

atau mengubah kewajibannya tanpa dikenakan sanksi, asalkan alasan tersebut dapat 

dibuktikan secara sah dan adil. 

Namun demikian, mencantumkan klausul force majeure dalam perjanjian murabahah 

akan lebih baik, karena memberikan kejelasan mengenai langkah-langkah yang perlu 

diambil apabila terjadi situasi yang mempengaruhi pelaksanaan akad. Dengan adanya 

klausul ini, kedua belah pihak dapat memiliki pedoman yang jelas tentang hak dan 

kewajiban mereka dalam situasi darurat yang menghambat pelaksanaan kewajiban. 

Secara keseluruhan, meskipun force majeure bukan bagian dari rukun akad syariah, 

keberadaannya dalam perjanjian akan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi 

kedua belah pihak jika suatu saat terjadi keadaan yang tidak terduga. Dengan demikian, 

meskipun klausul tersebut bukanlah suatu kewajiban, mencantumkannya dalam akad 

syariah akan lebih menguntungkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi 

pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut. 

3. Dalam perjanjian ini, pilihan penyelesaian sengketa langsung diarahkan kepada Pengadilan 

Agama, tanpa menyebutkan opsi musyawarah mufakat. Bagaimana pandangan Bapak 

mengenai pentingnya mencantumkan opsi musyawarah mufakat sebagai upaya pertama 

dalam penyelesaian sengketa dalam akad syariah? Apakah penghapusan opsi ini sesuai 

dengan prinsip syariah? 

Tentu, dalam prinsip hukum syariah, penyelesaian sengketa memang merupakan pilihan 

bagi para pihak, dan masing-masing pihak diberikan kebebasan untuk memilih jalur 

penyelesaian yang sesuai dengan kesepakatan mereka. Dalam hal ini, meskipun 

musyawarah mufakat adalah langkah pertama yang sangat dianjurkan dalam Islam, 

pihak-pihak dalam akad syariah tetap memiliki kebebasan untuk memilih jalur 

penyelesaian yang dianggap paling tepat, termasuk jika mereka memutuskan untuk 

langsung membawa sengketa ke Pengadilan Agama. 

 

Namun, penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat tetap memiliki nilai 

yang lebih penting karena sejalan dengan prinsip Islam yang mengutamakan perdamaian 

dan rekonsiliasi, serta menjaga hubungan yang harmonis antar pihak. Musyawarah 

memberi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berdialog dan mencari solusi yang 



lebih adil dan menguntungkan bersama, tanpa perlu melibatkan proses hukum formal 

yang bisa memakan waktu dan biaya. 

 

Meskipun demikian, keberadaan pilihan penyelesaian sengketa dalam perjanjian, 

seperti halnya dalam kasus ini yang mengarah langsung ke Pengadilan Agama, bukan 

berarti bertentangan dengan prinsip syariah, karena pada dasarnya, syariah memberi 

ruang bagi para pihak untuk memilih jalur yang mereka anggap sesuai dan 

dibutuhkan. Dengan demikian, penghapusan opsi musyawarah mufakat dalam perjanjian 

tidak secara otomatis menghilangkan keabsahan akad tersebut, tetapi sebaiknya tetap ada 

klausul yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk terlebih dahulu mencoba 

penyelesaian secara damai, baru kemudian apabila tidak tercapai kesepakatan, dapat 

memilih jalur hukum formal melalui pengadilan. 

 

Dengan kata lain, meskipun pilihan penyelesaian sengketa itu memang ada, 

memberikan opsi musyawarah mufakat dalam perjanjian akan lebih mencerminkan 

prinsip syariah yang mengedepankan perdamaian dan penyelesaian secara adil tanpa 

terburu-buru menuju jalur hukum yang lebih formal. 

Bagian B: Status Sertifikat Hak Milik dan Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah 

4. Berdasarkan wawancara dengan nasabah, diketahui bahwa sertifikat hak milik tidak 

dilakukan balik nama menjadi atas nama nasabah dan tetap atas nama penjual pertama. 

Dalam perspektif hukum syariah, apakah ini mempengaruhi status kepemilikan dan 

keamanan bagi nasabah serta bank syariah? 

Dalam kasus ini, keputusan mengenai balik nama sertifikat atau akta jual beli (AJB) 

harus dilihat secara kontekstual dan kasus per kasus. Meskipun tidak diwajibkan dalam 

akad syariah, praktik urf seperti balik nama dan pembuatan AJB dapat membawa 

manfaat dan kemaslahatan yang lebih besar, baik bagi nasabah maupun bank syariah. 

Selama hal tersebut tidak merugikan pihak manapun dan tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah, maka hal ini dapat diterima. Namun, jika praktik tersebut memberikan 

kepastian hukum dan keamanan bagi nasabah dan bank, maka lebih baik lagi jika balik 

nama sertifikat dilakukan. 

5. Pihak bank mengemukakan bahwa karena pembiayaan tersebut bersifat payroll, yaitu 

pembayaran angsuran dilakukan langsung melalui pemotongan dari rekening BSI nasabah, 

maka tanah/bangunan yang dibiayai tidak perlu dijadikan jaminan dan tidak dilakukan 

balik nama. Bagaimana pandangan Bapak terkait praktik ini dari sisi keamanan dan 

kepatuhan syariah? 

Secara keseluruhan, praktik pembiayaan payroll tanpa balik nama sertifikat harus dilihat 

dalam konteks frekuensi kasus dan praktik yang berlaku di Bank Syariah Indonesia 

(BSI). Untuk memastikan bahwa hal ini sesuai dengan prinsip syariah dan tidak 

menimbulkan risiko hukum, sebaiknya dilakukan cross-check dengan tim legal BSI untuk 

memperoleh pendapat hukum yang jelas. Evaluasi lebih lanjut akan membantu 

menentukan apakah ada langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil untuk memastikan 



bahwa transaksi tetap memenuhi prinsip kejelasan, kepemilikan yang sah, dan jaminan 

yang kuat sesuai dengan ketentuan syariah. 

6. Dalam praktik pembiayaan syariah, apakah seharusnya akad murabahah menyertakan 

jaminan berupa aset yang dibiayai (tanah/bangunan)? Bagaimana cara terbaik dalam 

menjamin agar hak nasabah dan bank tetap terlindungi dalam akad murabahah semacam 

ini? 

Dalam praktik pembiayaan syariah melalui akad murabahah, jaminan berupa aset yang 

dibiayai sangat dianjurkan untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi 

kedua belah pihak. Balik nama sertifikat dan akad pengikatan jaminan adalah solusi 

yang efektif untuk menjamin hak nasabah dan bank, serta memastikan transaksi berjalan 

sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan kejelasan, keadilan, dan transparansi. 

Bagian C: Risiko dan Upaya Peningkatan Kepatuhan Syariah 

7. Menurut Bapak, apa potensi risiko bagi nasabah dan bank jika sertifikat tanah/bangunan 

yang dibiayai tidak dialihkan atas nama nasabah? Apakah ada mitigasi risiko yang dapat 

diterapkan dalam kasus seperti ini? 

Perlu dilakukan crosscek lagi kepada Penjual dan Pembelinya, mungkin balik namnya 

dilakukan pada saat pelunasan, namun hal ini tidak umum, karena umumnya kan 

lamgsung dibuat Akta Jual Beli untuk balik nama. Jika memang tidak dibalik nama maka 

akan memberikan kerugian pada Nasabah. 

8. Dalam kasus pembiayaan payroll, apakah ada saran dari Bapak untuk meningkatkan 

kepatuhan syariah dalam pencantuman jaminan dan pengalihan nama sertifikat tanpa 

merugikan pihak-pihak yang terlibat? 

Dalam jenis pembayaran angsuran bagaimanapun, balik nama sertifikat tentu memberikan 

kepastian kepemilikan kepada Nasabah, walaupun tidak langsung berhubungan dengan 

aspek akad syariahnya, namun masuk kepada aspek hukum. 

9. Bagaimana Bapak melihat peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi praktik-

praktik semacam ini? Apakah ada rekomendasi Bapak untuk meningkatkan akurasi dan 

kepatuhan dokumen perjanjian akad murabahah di lapangan? 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga 

agar praktik akad murabahah di bank syariah tetap sesuai dengan prinsip syariah. 

Untuk itu, pengawasan terhadap dokumen perjanjian, jaminan, dan praktik 

operasional sangat diperlukan agar tidak ada pelanggaran terhadap hukum Islam, jadi 

lebih konsen kepada kepatuhan aspek syariahnya. 

10. Dalam penelitian ini saya menyarankan klausul-klausul yang seharusnya dimuat dalam 

akad murabahah tersebut, klausul tentang persitiwa cidera janji, keadaan kahar (force 

majeure) dan penyelesaian sengketa (terlampir), bagaimana pendapat Bapak tentang hal 

tersebut? 



Pendapat saya sama seperti sebelumnya, bahwa klausul-klausul tersebut dimasukkan atau 

tidak dimasukkan, by law sudah masuk, khususnya apabila dibawa ke Pengadilan, namun 

dalam akad syariah juga terdapat aspek kejelasan dan keterbukaan, sehingga jika klausul-

klausul tersebut dicantumkan dan diberitahukan kepada Nasabah, akan menjadi lebih baik 

lagi, dan akan memudahkan pula dalam hal terjadi sengketa. 

11. Dalam penelitian ini terkait dengan permasalahan kedua yaitu persoalan objek murabahah 

berupa tanah dan rumah yang sebaiknya dilakukan balik nama sertifikat, saya juga 

mencoba menawarkan agar dibuat Fatwa DSN yang mewajibkan agar setiap proses 

pengadaan tanah dan bangunan melalui pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah agar 

diikuti dengan kewajiban proses balik nama sertifikat hak milik melalui Akta Jual Beli 

(AJB) yang dibuat di hadapan PPAT (usulan rumusan fatwa terlampir), bagaimana 

pendapat Bapak tentang hal tersebut? 

Terhadap kasus di lapangan, dan kasusnya banyak terjadi, serta banyak masuk laporan ke 

DSN MUI, DSN MUI biasanya mengeluarkan ta'līmat.  

Terima kasih banyak, atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak luangkan untuk wawancara 

ini. Wawasan dan pandangan yang Bapak sampaikan sangat berarti bagi penelitian saya dan 

tentunya akan menjadi kontribusi yang sangat berharga dalam mendalami permasalahan akad 

murabahah dalam pembiayaan kepemilikan rumah. 

Sekali lagi, terima kasih banyak atas kesempatan yang Bapak berikan. Semoga Bapak selalu 

diberikan kesehatan dan keberkahan dalam setiap aktivitas. 

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
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       Yudha Alfiani 
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